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Devwan Terbelah Dua
Gara-gara Anggaran

ILANGKAHH Menkeu Sri NMul-
yani memotong anggoaran sebesar
Rp 133 oiliun menimbulkan pro
kontra di DPR. Ada yang kesal
dengan pPemotongan itu., ada juga
ang l‘rterlgapr351351,

Salah satu yang kesal dengan
langkah itu adalah anggota
Komisi X1 DPR Heri Gunawan.
Politisi Gerindra mengangocap .
Sri Mulyani tak berhak dan tak
memiliki dasar untuk mengubah
postur anggaran dalam APBN
Perubahan yang baru diketok
DPR pada Juni lalu.

““IDasamya apa”? Asumsi makro
kan sudah disetujui. sudah di-
Jadikan undang-undang sebelum
DPR reses. Kalau pemerintah
moenyatakan seperti itu., berarti
ada ketidakpercayaan pemerintah
terhadap pendapatan.”” ucapnya.

Heri menegaskan ., pemerin-—
tah tak boleh main-main den-
can politik anggaran. Sebab.
masyarakat., iklirm usaha. dam
dunia internasional moembuatuh—
kan kepastian dan'menginginkan
APBIN yvang kredibel.

Y ang buat (APBIN) kan pe-
merintah. Kalau pemerintah
yang buat. kemudian mercecka
Jjuga yang merevisi. narmanya
main-main.”” sinditnya.

Atas hal ini, kata Heri. Komisi
X1 DODPR akan memanggil Sri
Mulyani setelah masa reses se-—
lesai nanti. Dalam pemanggilan
nanti. dia ingin penjelasan dari
Sri Mulyvani. Sebab. sebelum
merombak anggaran., pemerin-
tah harus mMmeminta persetujuan
DPR lebih dulu.

“NMasalahannya hanya sata. UOU
APBNP sudah diketok. Sudah
direvisi. masa mau revisi lagi. Kalau
mau ubah silakan saja. (namanya)
Jadi APBN-PP, perubahan-peruba-—
han.” sindirmya lagi.

Sedangkan. anggota Komisi
X1 IDPR Hendrawan Supratikno
termasuk yang mengapresiapi
keputusan Sri Mulyani. Politisi
PIDOIP ini menilai. perombakan
atau pembahasan UU A PBINP
bisa dilakukan berkali-kali,.

Sri Mulyani

terlebih pemerintah memiliki
argumentasi kuat terkait perormm—
bakan terscebut.

““Ini keputusan rasional. Scjak
awal, saya sudah menyampai-—
kan pada NMenkeu sebelumnya.
kondisi perekonomian ke depan
tidak mudah. kita tidak bisa
mengharap keajaiban. DPR siap
melakukan pembahasan ulang.”™
ujar Hendrawan.

Ia pun memastikan, DPR dan
pemerintah tak melakukan pe-
langgaran undang-undang jika
kembali merombak APBINP. Saat
ini, DPR menunggu surat resimi
dari Presiden Jokowi terkait ren—
cana perombakan APBINP.

““Kami berharap. surat
dikirim sccecpatmya.
setelah reses. DPR dan pemer-
intah bisa langsung melakukan
prembahasan.”” tandasnya.-

Keputusan Sri Mulyani me-—
motong anggaran Rp 133 triliun
itu diuvmumkan setelah rapat
kabinet di Tstana Kepresidenan.
Rabu lalu. Angka Rp 133 triliun
itu terdiri atas pemotongan Rp
S6S trilium untuk belanja ke-
menterian/lemmbaga dan Rp 68
triliun untuk transfer daerah.
Pemotongan ini ditujukan un-
tuk anggaran non prioritas di
kementerian/lembaga seperti
per_]dldndn dinas., kegiatan kon-—
siniering. dan belanja gedung
premerintahan . m oMl

itu
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